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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan, maka terdapat kesimpulan
dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut.

1. Terjadi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan
khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di
Kalimantan Barat antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi peraturan perundang-
undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan
batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat adalah dengan cara
melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga
peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-
Undang yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
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B. Saran
Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan maka terdapat saran yang
diberikan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut.

1. Pemerintah harus melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018,
karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai
dengan Undang-Undang Pertambangan yang sedang berlaku sekarang yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara

2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan perubahan
atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, karena
Peraturan daerah tersebut telah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang
sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan juga Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat harus lebih memperhatikan proses perizinan dan
melakukan pengawasan terhadap pertambangan dan harus lebih
menindaktegas kepada yang melanggar aturan terkait pertambangan yang

ada di Provinsi Kalimantan Barat.
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